PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
. KABUPATEN BLORA
. TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten
Blora Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan
a Dacrah.

Mehgingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah —
daerab Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita
Negara RI Tahun 1950 ),

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 );

3. Undang-undang Nomor 21 Tzhun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
-,A Atas Tanah dan Bangunan ( Lcmbaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembuaran Negara RI Nomor 23686 ),

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
( T.embaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 );

5. Peraturan Pemerintab ...........




5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara RI Tahun 1975 Nomor 5 ),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan ﬁ,
Tata Usaha Kcuangan Dacrah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan an Belanja Duerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1975 |
Nomor 6 ); n

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara RT Nomor 3691 ),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tzhun 1997 teniang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 55, ‘Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3692 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah, Pel:lsanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

3 clanja Daerak;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga,

12. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

13. Peraturan Menteri ..........




13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 199G tentang

Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan

Barang Dacrah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang
Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit
Anggaran;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985
tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah
serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 1tin 0./ lCTItang

Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalag Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah,

21. Keputusan
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21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988

tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Dacrah,

Tt
(PN

Tengah ;

ﬂ Memperhatikan : Risalah rapat-rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Blora mengenai pembahasan Rancangan Peraturan
Dacrah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-1224 tentang
Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Bupati Blora Propinsi Jawa

‘lahun Anggaran 1999/2000.

DENGAN PERSETUJUAN

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

BELANJA DAERAH

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN DAFRAH KABUPATEN BLORA TENTANG
~ PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
o KABUPATEN BLORA TAHUN

semula ..............

———ANGGARAN 1999/ 2000:

Pasal 1

! diperkirakan bertambah ... ...
schingga menjadi ... ...

(1)Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
ceiveverrene... Rp. 68.000.466.000,00
ceevee R, 33.034.098.000,00
rvvvreerreeeenenes Rp. 1:01.034.564.000,00

(2)RINCIAN ....oooeniirvnee e




( 2) Rincian penambahan/pengurangan peadapatan dimaksud pada

ayat ( 1 ), tersebut di atas dimuat dalam A.IX/A Peraturan
Daerah ini.

Pasal 2

(1)Anggaran Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 1999 /2000

semula .............oceooooe el Rp. 68.000.466.000,00

diperkirakan bertambah ................. Rp. 33.034.098.000,00

schingga menjadi ........................ Rp. 101.034.564.000,00

dan dirinci sebagai berikut

a. Belanja Rutin sebelum perubahan  Rp.  57.041.977.000,00
bertambah ........................... Rp._21.569.641.000.00

Belanja Rutin setelah perubahan ~ Rp. 78.611.618.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

perubahatt ................... ... Rp. 10.958.489.000,00
bertambah ............._........ Rp. 11.464.457.000.00
Belanja Pembangunan setelah

Perubahan ........................... Rp. 22.422.946.000,00

(2 ) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat

(1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam
A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

N

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1999/2000 setelah Perubahan menjadi ... .... Rp. 101.034.564.000,00

Pasal4 .........




Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1999/2000 semula sebesar ............ Rp. 10.017.034.000,00
diperkirakan bertambah ............... Rp. 3.234.940.000,00

schingga memjadi .........ocooerieee Rp. 13.251.974.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat
( 1) tersebut dimuat dalam A.TX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal §

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran

1999/2000 semula sebesar ............ Rp. 10.017.034.000,00
diperkirakan bertambah ............... RD. 3.234.940.000,00
sehingga menjadi ... iee Rp. 13.251.974.000,00

dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 10.017.034.000,00
bertambah .......oooereeniieiereneen Rp. 3.234.940.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan  Rp. 13.251.974.000,00

b. Relanja Pembangunan sebelum

perubanan Rp. 0,00
bertambalyberkuiang ............. Rp. 0,00
Belanja Pembangunan setelah

Perubahan .........cooooomemeenenin Rp. 0,00

( 2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat
(1)subadanb tersebut di atas masing-masing dimuat dalam

A TXR dan A IX/P Peraturan Daerah ini.




